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Dewasa ini, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan baru yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan peraturan perundang-undangan konvensional biasa. Dalam hal ini perlu adanya kebijakan formulasi untuk mengatur tentang tindak pidana pencucian uang tersebut. Undang-Undang tentang pencucian uang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 sebagai pengganti kedua Undang-Undang tersebut. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengatur tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Customer Due Dilligence).
Skripsi ini mengambil permasalahan yaitu : (1) bagaimana kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?; (2) bagaimana ide dasar adanya prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (2) untuk mengetahui ide dasar adanya prinsip mengenali pengguna jasa (customer due dilligence) dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

